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KECAMATAN JORONG
Jl. Akhmad Yani No.172 Kec. Jorong Kab.Tanah Laut Kode Pos 70882

KEPUTUSAN CAMAT JORONG 
NOMOR : 800/07.1/SEKRT/2024 
 
TENTANG 
 
PENETAPAN / PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA 
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JORONG  
KABUPATEN TANAH LAUT 
  
CAMAT JORONG
 
	Menimbang
	:
	a.
	Bahwa berdasarkan Surat Camat Jorong Nomor : 000.3/108/Sekrt tanggal 13 Februari 2024 hal Permohonan Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Surat Sekretaris Daerah Nomor: 000.3/67/II/BPBJ/2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal Penugasan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dalam rangka pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan secara 	optimal untuk keperluan pada Kecamatan Jorong  	Kabupaten Tanah Laut dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jorong Kabupaten Tanah Laut tentang Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut; 

	Mengingat
	
	:
	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 	Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 	Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- 	Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan  Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1853 Nomor 9); 

	
	
	
	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

	
	
	
	3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



		 
 

 	 




	
	
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

	
	
	5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana  telah  diubah   dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

	
	
	6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

	
	
	7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

	
	
	8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

	
	
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	
	
	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

	
	
	11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);












	
	
	12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

	
	
	13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah No 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;

	
	
	14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Desember 2023 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2023)

	Memperhatikan
	:
	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;



	 
	 
	MEMUTUSKAN 

	Menetapkan 
	:
	

	KESATU
	:
	Keputusan Camat Jorong Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan  Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran  2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Tugas Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Pejabat Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; 
2. Melaksanakan Pejabat Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan  Pengadaan Langsung; 
3. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak        Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

	KETIGA
	:
	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Jorong Kabupaten  Tanah Laut.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


 	 	  	 	 	 
	Ditetapkan di 
Pada Tanggal       
	:
:
	Jorong
 02 Februari 2024


Plt. CAMAT JORONG,



MUHAMMAD FADLI, S.STP
Pembina
NIP. 19780806 199612 1 001

 Tembusan :
 1. Bupati Tanah Laut 
2. Inspektur Kab. Tanah Laut 
3. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut 

 
 
 
 

 
	Lampiran I
Nomor
Tanggal
	:
:
:
	Keputusan Camat Jorong
800/07.1/Sekrt
 2 Februari 2024



   
 
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA 
 KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT 
  
	No 
	Nama/ NIP 
	Pangkat,Gol/Jabatan 
	Jabatan Panitia 

	1. 
	Fadli, A.Md, Pjk
NIP. 19910111 201101 1 001
	Pengatur TK. I (II/d)
Pengelola Unit Layanan
Pengadaan
	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 


 
Plt. CAMAT JORONG,



MUHAMMAD FADLI, S.STP
Pembina
NIP. 19780806 199612 1 001
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